
 

 
 
 
 
 

WALIKOTA SURABAYA 
SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 
                                                    NOMOR  86  TAHUN  2006 

 
TENTANG 

 
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA                    

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
 

Menimbang :  a.  bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah 
Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2006, maka dalam rangka 
mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah perlu memberikan Tunjangan Komunikasi Intensif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 
Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat   
Daerah ; 

 
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu  menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat   Daerah. 

 
 
Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 
65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;  

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler 

(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3363) ; 

 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286) ; 

 
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ; 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ; 

 
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 

 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran 
Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4548) ; 

 
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438) ; 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang 

Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara 
dan Tata  Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) ; 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), 
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Tahun 
2006 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659) ; 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4569) ; 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2007 ; 
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15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 

tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 
3/A) ; 

 
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah kedua kali 
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 
2006 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 
13).    

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI 
INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. 

 
 

Pasal  1 
 

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan 
Komunikasi Intensif. 

 
(2) Selain Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Dana 
Operasional. 

 
 

Pasal  2 
 

Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 
(1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan 
sebesar Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).  
 
 

Pasal  3 
 

(1) Dana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) 
diberikan kepada Ketua DPRD setiap bulan sebesar                   
Rp 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).  

 
(2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) 

diberikan kepada Wakil Ketua DPRD setiap bulan sebesar     
Rp 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).   
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Pasal  4 

 
Pajak penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan kepada yang bersangkutan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
 

Pasal  5 
 

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan terhitung mulai 
tanggal 1 Januari 2006. 

 
 

Pasal  6 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.    
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya. 
 
 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 29 Desember 2006 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 

ttd 
 

BAMBANG DWI HARTONO 
Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 29 Desember 2006 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 
 

ttd 
 

SUKAMTO HADI 
 
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 86 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan 
u.b 

Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 
 

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si. 
Pembina 

NIP 510 100 822 
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